
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR  11  TAHUN 2020 

 
TENTANG  

 

BESARAN INSENTIF PROGRAM INTERNSIP TENAGA DOKTER DI KABUPATEN 
KEPULAUAN MERANTI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat 
(3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan 

Dokter Gigi Indonesia, maka terhadap                                        
Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Internsip di 

Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan 
Meranti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium 

Tenaga Dokter Internsip di Lingkungan Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu 

disesuaikan/dicabut; 
 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 
tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah  Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
445/RSUD/1935 Tanggal 31 Desember 2019, maka 
dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti tentang Besaran Insentif 

Program Internsip Tenaga Dokter di Kabupaten Kepulauan 
Meranti; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4968); 

 



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah 
diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan 
Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1088); 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 
2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti 

Provinsi Riau; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), 



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3); 

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 

2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by 
Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF 

PROGRAM INTERNSIP TENAGA DOKTER DI KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 
 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang selanjutnya 

disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

 

4. Internsip adalah proses pemantauan mutu profesi dokter dan dokter gigi 
untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara 

terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan 
kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara 

hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 
 

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2 

 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk 
pemberian Insentif Program Internsip bagi Tenaga Dokter yang bekerja pada 

Pemerintah Daerah. 

 
 
 
 



Pasal 3 

 
Tujuan Pemberian Insentif Program Internsip Tenaga Dokter yang bekerja pada 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

a. dalam rangka meningkatkan pemahiran dan pemandirian dokter; 

b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang 

mengikuti program Internsip; 

c. memotivasi dokter program Internsip yang bekerja pada Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan Dokter Internsip yang bekerja pada 

Pemerintah Daerah. 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 
Pasal 4 

 

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah besaran 
pemberian Insentif Program Internsip bagi Tenaga Dokter di Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 
BAB IV 

PENDANAAN 
Pasal 5 

 
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam penyelenggaraan program 

Internsip berupa Insentif. 

(2) Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 
BAB V 

BESARAN INSENTIF 
Pasal 6 

 
Besaran Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati 

Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Tenaga 

Dokter Internsip di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 

Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan 

Meranti Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Tenaga 

Dokter Internsip di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 

Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 



Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 
 

 
Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal 2 JANUARI 2020 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

 TTD 
 

I R W A N 
 

Diundangkan di Selatpanjang 

pada tanggal 2 JANUARI 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 

 TTD 

 

YULIAN NORWIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 11 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

 
 

 



LAMPIRAN   

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR  11  TAHUN 2020 

TENTANG 
BESARAN INSENTIF PROGRAM INTERNSIP 
TENAGA DOKTER DI KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI 
 

 
BESARAN INSENTIF PROGRAM INTERNSIP TENAGA DOKTER DI KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI 

 

NO URAIAN SATUAN BIAYA KET 

1 2 3 4 5 

1 BESARAN INSENTIF TENAGA 

DOKTER  

Orang/bulan Rp. 1.500.000,-  

 

    
   BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 
             TTD 

 
   I R W A N 
 
 


